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TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hubungan
sosial dan ekonomi antara negara Indonesia dengan negara
Laos dan negara Kamboja, telah disepakati kebijakan
bebas visa berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal;

bahwa tindak lanjut kesepakatan bebas visa antara negara
Indonesia dengan negara Laos dan negara Kamboja telah
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor
18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat,
dengan memasukkan negara Laos dan negara Kamboja
sebagai salah satu negara tertentu bebas visa kunjungan
singkat;

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor
18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden
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Mengingat : 1.

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan
Singkat maka daftar warga negara dari negara tertentu
subyek visa kunjungan saat kedatangan yang tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010
tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
01.GR.01.06 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan
Saat Kedatangan, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun
2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5254);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa,
Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5008);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor
18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
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5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 141);

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan
Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010
tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 331);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 TENTANG VISA KUNJUNGAN
SAAT KEDATANGAN.

Pasal |

Ketentuan dalam Lampiran | Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa
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